
 

 
 

 

 

  

  

 

 

 



 

 
 

 

  

  

 

 

  

 

 
 

 

 
 



 

 
 

  

 

 

 

 
  

 

 

  

 

  



 

 
 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

 

 



 

 
 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

 

 

 



 

 
 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

 

 



 

 
 

 

  

 

 

  

 

 



 

 
 

 

  

 

 

 



 

 
 

 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  



 

 
 

 

  

 

  

  

 

  

 

  

 

  



 

 
 

 

  

 

  

 

  

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

  

 

  

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 



 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 
 

 

  

 

  

 

 

  

  



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

  



 

 
 

  

  

  

  

 

 

 

 

D. Konsep Hukum Ekonomi Syariah 

1. Pengertian Hukum Ekonomi Syariah 

            Hukum Ekonomi Syariah (HES) merupakan bagian dari sistem hukum 

Islam yang mengatur aktivitas ekonomi manusia berdasarkan nilai-nilai dan 

prinsip-prinsip yang bersumber dari Al-Qur'an, As-Sunnah, serta sumber-sumber 

hukum Islam lainnya. HES tidak hanya mengatur hubungan antara manusia dengan 

manusia dalam aspek muamalah, tetapi juga mengatur hubungan manusia dengan 

Allah SWT, sehingga setiap aktivitas ekonomi memiliki dimensi ibadah dan 

pertanggungjawaban di akhirat (Amany, Amany, Oyo Sunaryo Mukhlas, Ayi 

Yunus Rusyana, 2024). 

           Menurut Muhammad Syafi'i Antonio (2001), Hukum Ekonomi Syariah 

adalah sekumpulan norma dan kaidah hukum yang bersumber dari Al-Qur'an, As-

Sunnah, Ijma', dan Qiyas yang mengatur aktivitas ekonomi manusia dalam rangka 

mencapai kemaslahatan dunia dan akhirat. Berbeda dengan sistem ekonomi 

konvensional yang memisahkan antara aspek spiritual dan material, HES 

memandang bahwa setiap kegiatan ekonomi harus memiliki nilai ibadah dan tidak 

boleh bertentangan dengan syariat Islam. Setiap transaksi ekonomi dinilai tidak 

hanya dari aspek legal formalnya, tetapi juga dari aspek moral dan etika 

Islam(Antonio, 2001) . 

         Veithzal Rivai dan kawan-kawan mendefinisikan ekonomi syariah sebagai 

segala bentuk upaya manusia untuk memenuhi kebutuhan dengan memanfaatkan 

sumber daya yang halal dan cara yang halal pula, serta sesuai dengan prinsip-prinsip 

Islam. Definisi ini menekankan dua aspek penting dalam HES, yaitu kehalalan 



 

 
 

substansi (objek usaha harus halal) dan kehalalan cara (proses perolehan dan 

pengelolaan harus sesuai syariah). Sebuah usaha bisa memiliki objek yang halal, 

tetapi jika cara memperolehnya melalui penipuan atau eksploitasi, maka usaha 

tersebut tetap tidak sah dalam HES (Veithzal Rivai; Andi Buchari, 2012). 

         Para ulama fikih klasik juga telah memberikan kontribusi pemikiran tentang 

ekonomi Islam. Ibn Taimiyah misalnya, menekankan bahwa keadilan dalam 

ekonomi adalah fondasi utama yang harus ditegakkan, dan negara memiliki 

kewenangan untuk mengintervensi pasar jika terjadi ketidakadilan. Al-Ghazali 

dalam karyanya Ihya' Ulumuddin mengemukakan bahwa tujuan utama ekonomi 

Islam adalah tercapainya kemaslahatan yang meliputi perlindungan terhadap 

agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta (maqashid syariah). Pemikiran para ulama 

klasik ini menjadi landasan bagi pengembangan HES di era modern, termasuk 

dalam pengaturan akad-akad seperti mudarabah, musyarakah, dan berbagai bentuk 

kerja sama ekonomi lainnya. 

2. Sumber Hukum Ekonomi Syariah 

        Sumber hukum dalam Hukum Ekonomi Syariah terdiri dari sumber utama dan 

sumber pelengkap. Sumber utama yang disepakati oleh seluruh ulama ada empat, 

sedangkan sumber pelengkap digunakan untuk menjawab permasalahan 

kontemporer yang tidak secara tegas diatur dalam sumber utama. 

a. Al-Qur'an 

          Al-Qur'an merupakan sumber hukum tertinggi dalam Islam, termasuk dalam 

bidang ekonomi. Al-Qur'an mengatur prinsip-prinsip dasar muamalah seperti 

larangan riba (QS. Al-Baqarah: 275: 

                

                 

            

-orang yang memakan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan 
seperti berdirinya orang yang kemasukan setan lantaran (tekanan) penyakit gila. 
Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata 
(berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah 



 

 
 

menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai 
kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), 
maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan 
urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka 
orang itu adalah penghuni-  
 

 kewajiban keadilan dalam bertransaksi QS. Al-Maidah: 8: 

 

"Wahai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu menjadi orang-orang yang 
selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan 
janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk 
berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan 
bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu 
kerjakan." 

kejujuran dalam takaran dan timbangan (QS. Al-Muthaffifin: 1-3) 

 

"Celakalah bagi orang-orang yang curang, (yaitu) orang-orang yang apabila 
menerima takaran dari orang lain mereka minta dipenuhi, dan apabila mereka 
menakar atau menimbang untuk orang lain mereka mengurangi." 

Serta anjuran untuk mencari karunia Allah melalui usaha dan perdagangan 

(QS. Al-Muzammil: 20). 

 

 

"Sungguh, Tuhanmu mengetahui bahwa engkau (Muhammad) berdiri (salat) 
kurang dari dua pertiga malam, atau setengah malam, atau sepertiganya dan 
(demikian pula) segolongan dari orang-orang yang bersamamu; Allah menetapkan 



 

 
 

ukuran malam dan siang; Dia mengetahui bahwa kamu tidak dapat menentukan 
batas-batasnya, maka Dia menerima tobatmu, karena itu bacalah apa yang mudah 
(bagimu) dari Al-Qur'an; Dia mengetahui bahwa akan ada di antara kamu orang-
orang yang sakit, dan orang-orang yang berjalan di bumi mencari sebagian 
karunia Allah, dan orang-orang yang berperang di jalan Allah, maka bacalah apa 
yang mudah (bagimu) dari Al-Qur'an dan laksanakanlah salat, tunaikanlah zakat, 
dan berikanlah pinjaman kepada Allah pinjaman yang baik; kebaikan apa saja 
yang kamu perbuat untuk dirimu, niscaya kamu memperoleh (balasan)nya di sisi 
Allah sebagai balasan yang paling baik dan paling besar pahalanya; dan mohonlah 
ampunan kepada Allah; sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang." 

 

Meskipun Al-Qur'an tidak mengatur secara rinci teknis akad-akad ekonomi, 

namun ayat-ayatnya memberikan prinsip-prinsip dasar yang menjadi pedoman 

dalam pengembangan hukum ekonomi Islam. Ayat-ayat tersebut bersifat umum 

sehingga memerlukan penafsiran dan pengembangan lebih lanjut melalui sumber 

hukum lainnya. 

b. As-Sunnah 

       As-Sunnah merupakan penjelasan dan praktik Rasulullah SAW yang menjadi 

sumber hukum kedua setelah Al-Qur'an. Dalam konteks ekonomi, terdapat banyak 

hadits yang mengatur tentang jual beli, sewa menyewa, bagi hasil, dan larangan 

praktik-praktik ekonomi yang merugikan. Hadits tentang mudarabah yang 

diriwayatkan oleh Ibnu Majah menjadi salah satu landasan kebolehan akad bagi 

hasil dalam Islam. Rasulullah SAW sendiri dikenal sebagai seorang pedagang yang 

jujur sebelum diangkat menjadi nabi, sehingga praktik ekonomi beliau menjadi 

teladan bagi umat Islam dalam bertransaksi. 

c. Ijma' 

      Ijma' adalah kesepakatan para ulama pada suatu masa terhadap suatu hukum 

yang tidak terdapat nash secara jelas dalam Al-Qur'an dan Sunnah. Para ulama 

sepakat bahwa mudarabah adalah akad yang sah dan diperbolehkan. Kesepakatan 

ini berdasarkan pada praktik yang telah berlangsung sejak zaman sahabat dan 

berlanjut hingga saat ini. Ijma' menjadi sumber hukum yang kuat karena 

mencerminkan konsensus ulama yang memiliki otoritas keilmuan dalam 

memahami nash-nash syariah. Dalam konteks ekonomi modern, ijma' juga terjadi 

dalam hal kebolehan berbagai produk dan jasa keuangan syariah. 



 

 
 

d. Qiyas 

           Qiyas adalah penyamaan hukum suatu kasus baru dengan kasus lama karena 

adanya kesamaan 'illat (alasan hukum). Dalam konteks ekonomi syariah, qiyas 

digunakan untuk menetapkan hukum terhadap produk-produk dan transaksi-

transaksi ekonomi baru yang tidak disebutkan secara eksplisit dalam nash, dengan 

menganalogikannya pada akad-akad yang telah ada. Misalnya, akad-akad baru 

dalam fintech syariah atau instrumen investasi modern dapat dianalogikan dengan 

akad-akad klasik yang telah diatur dalam fikih muamalah (Kompilasi Hukum 

Ekonomi, 2021). 

3. Prinsip-Prinsip Dasar Hukum Ekonomi Syariah 

a. Prinsip Tauhid 

           Prinsip tauhid adalah fondasi utama dalam setiap aktivitas ekonomi seorang 

muslim. Prinsip ini menegaskan bahwa Allah SWT adalah pemilik mutlak segala 

harta di bumi dan langit. Manusia hanya sebagai khalifah (pengelola) yang wajib 

mengelola harta secara amanah dan bertanggung jawab atas penggunaannya. 

Konsekuensi dari prinsip ini adalah setiap transaksi ekonomi harus diniatkan untuk 

ibadah dan tidak boleh melanggar larangan Allah SWT. Dalam konteks mudarabah, 

pemilik modal dan pengelola harus menyadari bahwa harta yang mereka kelola 

adalah titipan dari Allah yang harus dikelola dengan penuh tanggung jawab dan 

kejujuran. Mereka juga harus meyakini bahwa keberhasilan usaha bukan semata-

mata karena kemampuan mereka, tetapi karena pertolongan dan karunia dari Allah 

SWT. Keyakinan ini akan membentuk sikap mental yang tidak sombong ketika 

sukses dan tidak putus asa ketika menghadapi kegagalan. 

b. Prinsip Keadilan (Al-'Adl) 

      Prinsip keadilan menuntut tidak adanya pihak yang dizalimi dalam setiap 

transaksi ekonomi. Dalam akad bagi hasil, keadilan tercermin dalam beberapa 

aspek penting. Pertama, pembagian keuntungan harus proporsional dan disepakati 

bersama di awal akad sehingga tidak ada pihak yang merasa dirugikan. Kedua, 

risiko kerugian juga harus ditanggung secara adil sesuai dengan kedudukan masing-

masing pihak; pemilik modal menanggung kerugian finansial sedangkan pengelola 

kehilangan waktu dan tenaga. Ketiga, tidak ada pihak yang memperoleh 



 

 
 

keuntungan tanpa kontribusi atau tanpa menanggung risiko, karena keuntungan 

harus sebanding dengan risiko yang ditanggung (al-ghunm bil ghurm). Keempat, 

setiap pihak mendapatkan haknya dan menjalankan kewajibannya sesuai 

kesepakatan yang telah dibuat dengan itikad baik. Allah SWT berfirman dalam QS. 

An-Nisa ayat 29 yang melarang umat Islam saling memakan harta sesamanya 

dengan jalan batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang dilakukan secara sukarela. 

c. Prinsip Maslahah 

       Prinsip maslahah berarti bahwa setiap kegiatan ekonomi harus mendatangkan 

manfaat (jalb al-manfa'ah) dan menolak mudarat (daf'u al-madharrah). Dalam 

konteks penelitian ini, usaha yang dijalankan oleh BUMDes harus memberi dampak 

positif bagi kesejahteraan masyarakat desa, bukan hanya menguntungkan secara 

finansial tetapi juga memberikan manfaat sosial ekonomi yang luas. Imam Al-

Ghazali menyatakan bahwa maslahah adalah memelihara tujuan syariah yang 

meliputi perlindungan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Suatu 

usaha dapat dikatakan maslahah jika memberikan manfaat yang lebih besar 

daripada mudarat yang ditimbulkannya. Dalam konteks BUMDes, prinsip 

maslahah menuntut agar usaha yang dijalankan tidak hanya menguntungkan 

pengelola, tetapi juga memberikan dampak positif bagi peningkatan pendapatan asli 

desa, penyerapan tenaga kerja, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat secara 

umum. 

d. Prinsip Bebas Riba 

        Riba secara bahasa berarti tambahan atau pertumbuhan. Secara istilah, riba 

adalah pengambilan tambahan dari harta pokok atau modal secara batil tanpa 

adanya kompensasi yang setara. Riba diharamkan dalam Islam karena mengandung 

unsur penzaliman dan eksploitasi terhadap pihak yang membutuhkan. Dalam QS. 

Al-Baqarah ayat 278-279, Allah SWT menyatakan perang terhadap pelaku riba dan 

memerintahkan untuk meninggalkan sisa-sisa riba yang masih ada. Keuntungan 

dalam HES harus berasal dari hasil usaha nyata yang mengandung risiko (profit 

comes with risk), bukan dari tambahan tetap seperti bunga yang dipastikan tanpa 

memandang hasil usaha. Dalam akad mudarabah, keuntungan tidak boleh 

ditentukan dalam bentuk nominal tetap sejak awal, tetapi harus berupa persentase 



 

 
 

dari hasil usaha yang diperoleh. Hal ini membedakan secara fundamental antara 

sistem bagi hasil syariah dengan sistem bunga konvensional. 

e. Prinsip Bebas Gharar dan Maysir 

          Gharar adalah ketidakjelasan atau ketidakpastian dalam objek akad yang 

dapat menimbulkan perselisihan di kemudian hari. Maysir adalah spekulasi atau 

perjudian yang mengandung unsur untung-untungan. Kedua hal ini dilarang dalam 

Islam karena dapat merugikan salah satu pihak dan menimbulkan konflik. Dalam 

akad bagi hasil, objek akad harus jelas (jenis usaha, modal, dan nisbah) sehingga 

tidak menimbulkan ketidakpastian. Jangka waktu dan hak serta kewajiban masing-

masing pihak juga harus ditentukan dengan jelas di awal akad. Islam menghendaki 

agar setiap transaksi dilakukan dengan penuh transparansi dan kepastian, sehingga 

tidak ada pihak yang dirugikan akibat ketidakjelasan informasi (Madjid, 2018). 

4. Tujuan Hukum Ekonomi Syariah (Maqashid Syariah) 

          Tujuan utama Hukum Ekonomi Syariah adalah mewujudkan kemaslahatan 

manusia, yang dalam istilah para ulama disebut dengan maqashid syariah. Imam 

Asy-Syatibi merumuskan bahwa tujuan syariah adalah untuk menjaga lima hal 

pokok (al-dharuriyyat al-khamsah), yang dikenal dengan istilah maqashid al-

syariah. 

         Pertama, Menjaga Agama (Hifzh al-Din). Setiap aktivitas ekonomi harus 

dilakukan dengan cara yang halal dan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip 

agama. Umat Islam dilarang menggunakan harta untuk hal-hal yang haram atau 

yang dapat merusak keyakinan agama. 

         Kedua, Menjaga Jiwa (Hifzh al-Nafs). Kegiatan ekonomi harus memberikan 

manfaat bagi kelangsungan hidup manusia dan tidak membahayakan jiwa. Produk-

produk yang membahayakan kesehatan atau keselamatan jiwa tidak boleh 

diperjualbelikan. Demikian pula, sistem ekonomi yang mengeksploitasi manusia 

hingga mengancam kelangsungan hidupnya bertentangan dengan tujuan ini. 

          Ketiga, Menjaga Akal (Hifzh al-'Aql). Transaksi ekonomi harus dilakukan 

dengan cara yang rasional dan tidak merusak akal sehat. Praktik riba, gharar, dan 

maysir dilarang karena dapat mengganggu akal sehat dan mendorong perilaku 



 

 
 

irasional. Konsumsi minuman keras dan narkoba juga dilarang karena merusak 

akal. 

        Keempat, Menjaga Keturunan (Hifzh al-Nasl). Aktivitas ekonomi harus 

mendukung keberlangsungan keturunan dan keluarga, serta tidak merusak sendi-

sendi kehidupan bermasyarakat. Usaha-usaha yang merusak moral dan tatanan 

keluarga, seperti prostitusi dan pornografi, dilarang dalam Islam. 

        Kelima, Menjaga Harta (Hifzh al-Mal). Harta harus diperoleh dengan cara 

halal, dikelola secara produktif, didistribusikan secara adil, dan dijauhkan dari 

praktik-praktik zalim. Dalam konteks ekonomi, fokus utamanya adalah pada 

Hifzhul Mal (perlindungan harta) yang meliputi empat aspek: harta harus diperoleh 

dengan cara yang halal dan tidak bertentangan dengan syariah; harta harus dikelola 

secara produktif sehingga memberikan manfaat dan tidak terbuang sia-sia; harta 

harus didistribusikan secara adil melalui mekanisme bagi hasil, zakat, infak, dan 

sedekah; serta harta harus dijauhkan dari praktik-praktik zalim seperti riba, 

penipuan, dan eksploitasi. Dalam konteks BUMDes, prinsip ini berarti bahwa 

pengelolaan dana usaha harus dilakukan secara profesional dan transparan, serta 

hasilnya harus dinikmati secara adil oleh seluruh pihak yang berkepentingan (Jasser 

Auda, 2008). 

5. Perbedaan Hukum Ekonomi Syariah dengan Hukum Ekonomi Konvensional 

           Hukum Ekonomi Syariah memiliki perbedaan fundamental dengan sistem 

ekonomi konvensional dalam berbagai aspek. Perbedaan-perbedaan ini muncul 

karena landasan filosofis dan tujuan yang berbeda antara kedua sistem hukum 

tersebut. 

6. Ruang lingkup Hukum ekonomi syariah  

Dalam ruang lingkup ekonomi Islam terdapat tantangan dan tugas ekonomi 

Islam, Salah satu hambatan terbesar yang merupakan tantangan bagi pembangunan 

ekonomi Islam adalah karena tidak adanya contoh aktual/empiris dari praktek 

ekonomi Islam. Pada saat ini tidak ada masyarakat atau negara di dunia ini termasuk 

negara-negara muslim sekalipun yang mempraktekkan ekonomi Islam secara ideal.  

Pada saat ini belum ada praktek ekonomi Islam secara komperehensif, yang 

ada hanyalah praktek-



 

 
 

beli, sistem perbankan, kontrak dan lain-lain. Tugas ekonomi Islam memang 

Nampak lebih besar daripada ilmu ekonomi konvensional. Tugas pertama dari 

ekonomi Islam. yaitu mempelajari perilaku aktual dari para individu maupun 

kelompok, perusahaan, pasar, pemerintah, dan pelaku ekonomi lainnya(Hasan 

Aedy, 2006) . 

Aspek inilah yang sebenarnya mendapat banyak pembahasan dalam ilmu 

ekonomi konvensional, namun nampaknya belum memuaskan karena adanya 

asumsi-asumsi perilaku yang tidak realistis dan komperehensif. Asumsi ini 

misalnya tentang kecenderungan manusia untuk hanya mementingkan diri sendiri 

dengan cara maksimasi material dan maksimasi kepuasan (utility). 

Tugas kedua ekonomi Islam adalah menunjukkan jenis asumsi perilaku dan 

perilaku yang dibutuhkan untuk merealisasikan tujuan pembangunan ekonomi. 

Karena nilai-nilai moral berorientasi kepada tujuan, maka ekonomi Islam perlu-

perlu mempertimbangkan nilai-nilai dan lembaga Islam, dan kemudian secara 

ilmiah menganalisis dampaknya terhadap pencapaian tujuan tersebut. 

Tugas ketiga, karena perbedaan antara perilaku aktual dan perilaku ideal, 

maka ekonomi Islam harus menjelaskan mengapa para pelaku ekonomi tidak 

bertindak menurut jalan yang seharusnya. Tugas keempat, karena tujuan utama 

pencarian ilmu adalah membantu peningkatan kesejahteraan manusia, maka 

ekonomi Islam harus menganjurkan cara yang bagaimana sehingga dapat membawa 

perilaku seluruh pelaku ekonomi, yang mempengaruhi alokasi dan distribusi 

sumber daya ekonomi, sedekat mungkin tatanan yang ideal (Hendrie Anto, 2003). 

Selain itu, secara komprehensif ruang lingkup dalam ekonomi Islam adalah 

bermuamalah, dalam bermuamalah harus ada nilai-nilai universal yang terkandung 

antara lain, Nilai-

(kenabian), khilafah (pemerin

aturan-aturan Allah yang wajib ditaati yang mengatur hubungan manusia dengan 

manusia dalam kaitannya dengan cara memperoleh dan mengembangkan harta 

benda. 

Secara umum ruang lingkup ekonomi syariah adalah meliputi aspek 

ekonomi, antara lain shirkah dan mudarabah, murabahah, khiyar, istisna, ijarah, 



 

 
 

salam, kafalah, hawalah, dan lain-lain. Tetapi dalam aspek kerjasama yang paling 

banyak dilakukan adalah bagi hasil, yaitu shirkah dan mudarabah (Munir Fuady, 

2002)  

1. Asas- asas hukum ekonomi syariah  

Dalam pelaksanaan kegiatan ekonomi berdasarkan hukum syariah, asas 

merupakan landasan yang menjadi pedoman bagi para pihak dalam melakukan 

hubungan ekonomi, baik dalam bentuk transaksi, kerja sama, maupun akad. Asas 

tersebut diperlukan agar kegiatan ekonomi tidak hanya berorientasi pada 

keuntungan, tetapi juga memperhatikan nilai keadilan, keseimbangan, kepastian, 

kemanfaatan, serta tanggung jawab antara pihak-pihak yang terlibat. Dengan 

adanya asas tersebut, hubungan ekonomi diharapkan dapat berjalan secara teratur 

dan tidak menimbulkan tindakan yang merugikan salah satu pihak. 

Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) Pasal 21, terdapat 

sejumlah asas akad yang menjadi landasan dalam pelaksanaan hubungan hukum 

ekonomi syariah. Asas-asas tersebut meliputi asas ikhtiyari atau sukarela, amanah, 

ikhtiyati atau kehati-hatian, luzum, saling menguntungkan, taswiyah atau 

kesetaraan, transparansi, kemampuan, taisir atau kemudahan, iktikad baik, sebab 

yang halal, hurriyah atau kebebasan berakad, serta al-kitabah atau tertulis. Asas-

asas tersebut dapat digunakan sebagai dasar untuk melihat apakah suatu akad atau 

kerja sama telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum ekonomi syariah 

(Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, n.d.). 

1. Asas Ikhtiyari (Sukarela) 

Asas ikhtiyari merupakan asas yang menekankan bahwa suatu akad harus dilakukan 

atas dasar kehendak dan kerelaan para pihak. Artinya, seseorang tidak boleh 

dipaksa untuk melakukan suatu perjanjian atau menerima ketentuan yang tidak 

dikehendakinya. Kesepakatan yang dibuat harus berasal dari kemauan masing-

masing pihak setelah mengetahui dan memahami hal-hal yang berkaitan dengan 

akad tersebut. 

Dalam kegiatan ekonomi, asas ini memiliki kedudukan penting karena suatu 

hubungan kerja sama pada dasarnya dibangun berdasarkan persetujuan para pihak. 

Kerelaan tidak hanya ditunjukkan melalui adanya persetujuan secara formal, tetapi 



 

 
 

juga melalui adanya pemahaman terhadap hak, kewajiban, keuntungan, risiko, serta 

ketentuan lain yang disepakati. Dengan demikian, suatu kesepakatan akan lebih 

mencerminkan asas sukarela apabila para pihak mengetahui secara jelas apa yang 

menjadi objek dan konsekuensi dari kerja sama tersebut. 

Dalam praktik bagi hasil, asas ikhtiyari dapat dilihat dari bagaimana pihak 

yang menyediakan modal dan pihak yang menjalankan usaha menyepakati bentuk 

kerja sama, pengelolaan usaha, serta mekanisme pembagian hasil. Apabila 

kesepakatan tersebut benar-benar dibuat berdasarkan kehendak kedua belah pihak 

tanpa adanya tekanan, maka pelaksanaannya telah mencerminkan asas ikhtiyari. 

 

Asas amanah mengandung pengertian bahwa setiap pihak yang terlibat 

dalam akad harus dapat dipercaya dalam melaksanakan tanggung jawab yang telah 

diterimanya. Amanah berkaitan erat dengan kewajiban untuk menjaga sesuatu yang 

menjadi hak atau tanggung jawab pihak lain. Dalam kegiatan ekonomi, amanah 

dapat diwujudkan melalui pengelolaan modal secara bertanggung jawab, 

penggunaan dana sesuai dengan tujuan usaha, penyampaian informasi secara benar, 

serta pemberian hak kepada pihak lain sesuai dengan kesepakatan. 

Asas amanah menjadi semakin penting dalam hubungan kerja sama yang 

melibatkan pengelolaan modal atau harta milik pihak lain. Pihak yang diberikan 

kepercayaan untuk mengelola usaha tidak hanya berkewajiban menjalankan usaha, 

tetapi juga harus mempertanggungjawabkan pengelolaan tersebut. Apabila terjadi 

keuntungan, hasilnya harus disampaikan secara jujur, sedangkan apabila terjadi 

kerugian, penyebabnya harus dijelaskan secara terbuka. 

Dalam penelitian mengenai bagi hasil usaha pertanian jamur tiram, asas 

amanah dapat digunakan untuk melihat bagaimana pihak yang mengelola usaha 

menjalankan tanggung jawabnya terhadap modal dan kegiatan usaha serta 

bagaimana hasil usaha disampaikan kepada pihak yang berhak menerimanya. 

 

Asas ikhtiyati merupakan asas yang mengharuskan para pihak untuk bersikap 

hati-hati dalam melakukan akad maupun melaksanakan kewajibannya. Kehati-



 

 
 

hatian diperlukan agar suatu hubungan ekonomi tidak menimbulkan kesalahan, 

kerugian, atau perselisihan di kemudian hari. 

Penerapan asas ini dapat dilakukan sejak sebelum akad dibuat, yaitu dengan 

memastikan bahwa para pihak memahami isi kesepakatan, mengetahui objek yang 

dikerjasamakan, mengetahui hak dan kewajibannya, serta memahami risiko yang 

mungkin terjadi. Kehati-hatian juga diperlukan selama akad berlangsung, 

khususnya dalam pengelolaan modal, pencatatan keuangan, dan pembagian hasil 

usaha. 

Dalam kerja sama bagi hasil, asas ikhtiyati dapat diwujudkan dengan 

membuat kesepakatan yang jelas mengenai modal, pengelolaan usaha, jangka 

waktu, pembagian keuntungan, serta mekanisme apabila terjadi kerugian. Hal 

tersebut diperlukan agar tidak terjadi perbedaan pemahaman antara pihak yang 

terlibat. 

 

Asas luzum berkaitan dengan sifat mengikat dari suatu akad. Setelah suatu 

kesepakatan dibuat secara sah, para pihak mempunyai kewajiban untuk 

melaksanakan isi kesepakatan tersebut. Dengan adanya asas ini, pihak yang telah 

menyetujui suatu akad tidak seharusnya mengubah atau mengingkari kesepakatan 

secara sepihak tanpa alasan yang dibenarkan. 

Asas luzum memberikan kepastian kepada para pihak bahwa kesepakatan 

yang telah dibuat akan dihormati dan dilaksanakan. Dalam hubungan kerja sama, 

kepastian tersebut penting karena masing-masing pihak telah membuat 

perencanaan berdasarkan hak dan kewajiban yang disepakati. 

Pada kerja sama bagi hasil, asas luzum dapat diterapkan melalui pelaksanaan 

pembagian hasil sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat. Apabila sejak awal 

telah disepakati mengenai persentase pembagian hasil, maka ketentuan tersebut 

harus dilaksanakan selama tidak terdapat perubahan yang disepakati kembali oleh 

para pihak. 

 

Asas saling menguntungkan menunjukkan bahwa suatu akad hendaknya 

memberikan manfaat kepada pihak-pihak yang terlibat. Hubungan ekonomi syariah 



 

 
 

tidak diarahkan agar salah satu pihak memperoleh keuntungan dengan 

mengorbankan pihak lainnya. Oleh karena itu, hak dan kewajiban perlu 

ditempatkan secara seimbang. 

Dalam kerja sama bagi hasil, asas ini menjadi penting karena tujuan kerja 

sama adalah memperoleh manfaat melalui usaha yang dilakukan bersama sesuai 

dengan peran masing-masing. Keuntungan yang diperoleh kemudian dibagikan 

berdasarkan kesepakatan yang telah dibuat. 

Penerapan asas saling menguntungkan tidak berarti bahwa kedua pihak harus 

memperoleh jumlah keuntungan yang sama. Yang lebih penting adalah pembagian 

tersebut dilakukan berdasarkan kesepakatan yang adil dan tidak menyebabkan salah 

satu pihak dieksploitasi. 

 

Asas taswiyah berarti adanya kesetaraan atau keseimbangan kedudukan para 

pihak dalam akad. Kesetaraan bukan berarti setiap pihak harus memiliki kontribusi 

yang sama, melainkan setiap pihak memperoleh perlakuan yang adil sesuai dengan 

kedudukan dan tanggung jawabnya. 

Dalam hubungan kerja sama, salah satu pihak mungkin memberikan modal, 

sedangkan pihak lainnya memberikan tenaga, keahlian, atau mengelola usaha. 

Perbedaan kontribusi tersebut tidak berarti bahwa salah satu pihak boleh bertindak 

sewenang-wenang terhadap pihak lainnya. Hak dan kewajiban tetap harus 

ditentukan secara adil. 

Dalam praktik bagi hasil BUMDes, asas kesetaraan dapat digunakan untuk 

melihat apakah pihak BUMDes dan kelompok tani memiliki kesempatan yang sama 

dalam menyampaikan pendapat, mengetahui kondisi usaha, serta memperoleh hak 

sesuai dengan kesepakatan. 

 

Asas transparansi menghendaki adanya keterbukaan informasi di antara para 

pihak. Informasi yang berkaitan dengan akad, modal, kegiatan usaha, hasil usaha, 

biaya, keuntungan, maupun hal-hal lain yang memiliki hubungan dengan kerja 

sama perlu disampaikan secara jelas. 



 

 
 

Transparansi sangat penting dalam kegiatan ekonomi karena kurangnya 

keterbukaan dapat menimbulkan kesalahpahaman dan perselisihan. Setiap pihak 

harus mengetahui informasi yang berkaitan dengan hak dan kewajibannya sehingga 

tidak terdapat informasi penting yang sengaja disembunyikan. 

Dalam penelitian ini, asas transparansi dapat digunakan untuk menganalisis 

bagaimana informasi mengenai modal awal, hasil usaha jamur tiram, biaya 

operasional, keuntungan, dan mekanisme pembagian hasil disampaikan kepada 

pihak yang terlibat. Apabila informasi tersebut tidak disampaikan secara jelas, 

maka dapat menjadi bahan evaluasi berdasarkan asas transparansi dalam hukum 

ekonomi syariah. 

 

Asas kemampuan mengandung pengertian bahwa suatu akad harus 

memperhatikan kemampuan para pihak dalam melaksanakan kewajiban yang telah 

disepakati. Suatu kesepakatan seharusnya tidak membebankan kewajiban yang 

berada di luar kemampuan pihak yang bersangkutan. 

Asas ini penting agar akad tidak menjadi sumber kesulitan bagi salah satu 

pihak. Dalam kerja sama usaha, kewajiban masing-masing pihak harus disesuaikan 

dengan kemampuan, peran, serta sumber daya yang dimiliki. 

Misalnya, pihak yang bertanggung jawab dalam pengelolaan usaha harus 

memiliki kemampuan untuk menjalankan kegiatan tersebut, sedangkan pihak yang 

memberikan modal harus memahami kemampuan modal yang dimilikinya dan 

risiko yang mungkin muncul dalam kegiatan usaha. 

 

Asas taisir berarti memberikan kemudahan dalam pelaksanaan akad selama 

tetap berada dalam batas yang dibenarkan oleh syariah. Hukum ekonomi syariah 

pada dasarnya tidak dimaksudkan untuk memberikan beban yang berlebihan 

kepada para pihak. 

Kemudahan dapat diwujudkan melalui mekanisme akad yang sederhana, 

jelas, dan dapat dipahami oleh para pihak. Namun, kemudahan tidak boleh diartikan 

sebagai kebebasan untuk mengabaikan ketentuan hukum atau menghilangkan hak 

pihak lain. 



 

 
 

Dalam praktik kerja sama masyarakat, asas ini dapat diterapkan dengan 

menggunakan bentuk kesepakatan yang mudah dipahami oleh pihak-pihak yang 

melakukan kerja sama. Meskipun demikian, kemudahan tersebut sebaiknya tetap 

disertai kejelasan mengenai hak, kewajiban, modal, keuntungan, dan risiko. 

 

Asas iktikad baik mengharuskan para pihak melaksanakan akad dengan niat 

yang baik dan tidak melakukan tindakan yang bertujuan merugikan pihak lainnya. 

Iktikad baik tidak hanya diperlukan pada saat akad dibuat, tetapi juga selama proses 

pelaksanaan kerja sama. 

Penerapan asas ini dapat dilihat dari sikap para pihak dalam memenuhi 

kewajiban, memberikan informasi yang benar, menghormati kesepakatan, dan 

menyelesaikan permasalahan dengan cara yang baik. Apabila salah satu pihak sejak 

awal memiliki niat untuk mengambil keuntungan dengan cara menyembunyikan 

informasi atau merugikan pihak lain, maka tindakan tersebut bertentangan dengan 

asas iktikad baik. 

Dalam kerja sama bagi hasil, asas ini dapat digunakan untuk melihat apakah 

pihak pengelola maupun pihak pemberi modal menjalankan kerja sama secara jujur 

dan sesuai dengan tujuan yang telah disepakati. 

 

Asas sebab yang halal menunjukkan bahwa tujuan dari suatu akad harus 

sesuai dengan ketentuan syariah. Suatu perjanjian tidak dapat dibenarkan apabila 

dibuat untuk mencapai tujuan yang bertentangan dengan hukum Islam. 

Dengan demikian, tidak cukup hanya melihat apakah para pihak telah 

sepakat. Tujuan, objek, serta pelaksanaan akad juga harus diperhatikan. Kegiatan 

ekonomi yang dilakukan harus berada dalam bidang yang diperbolehkan dan tidak 

mengandung unsur yang dilarang oleh syariat. 

Dalam penelitian ini, usaha pertanian jamur tiram pada dasarnya merupakan 

kegiatan ekonomi yang diperbolehkan selama proses pelaksanaannya tidak 

mengandung unsur yang bertentangan dengan syariah. 



 

 
 

 

Asas hurriyah memberikan kebebasan kepada para pihak untuk menentukan 

bentuk dan isi akad sesuai dengan kebutuhan mereka. Islam memberikan ruang bagi 

masyarakat untuk melakukan berbagai bentuk kerja sama ekonomi selama akad 

tersebut tidak bertentangan dengan prinsip syariah. 

Kebebasan tersebut bukan berarti para pihak dapat membuat kesepakatan 

tanpa batas. Isi akad tetap harus memperhatikan ketentuan syariah, tidak boleh 

mengandung unsur yang dilarang, dan tidak boleh merugikan salah satu pihak. 

Dalam kerja sama bagi hasil, para pihak dapat menentukan mekanisme 

pembagian hasil berdasarkan kesepakatan bersama selama mekanisme tersebut 

sesuai dengan ketentuan hukum ekonomi syariah. 

 

Asas al-kitabah berkaitan dengan pentingnya pencatatan dalam suatu akad. 

Kesepakatan yang dituangkan secara tertulis dapat memberikan kejelasan mengenai 

isi akad, hak dan kewajiban para pihak, jumlah modal, mekanisme pembagian hasil, 

serta hal-hal lain yang telah disepakati. 

Pencatatan juga memiliki fungsi untuk memberikan kepastian dan 

memudahkan pembuktian apabila pada kemudian hari terjadi perselisihan. Dengan 

adanya dokumen tertulis, para pihak dapat mengetahui kembali isi kesepakatan 

yang telah dibuat (Mahkamah Agung RI, 2011). 

 

  

 



 

 
 

 

 

 

 

 



 

 
 

  

 



 

 
 

 

  

 

 

 



 

 
 

 

 

 

  

 

  



 

 
 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



 

 
 

 

 

 

 

 

  



 

 
 

 

 

 

  



 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

  

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


